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KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR KEP-382/PJ/2002

TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN

PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH BAGI

PEMUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PENGUSAHA KENA PAJAK
REKANAN

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang
bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pemungutan pajak oleh Pemungut Pajak Pertambahan

Nilai dan Pengusaha Kena Pajak Rekanan dalam pemungutan, penyetoran, dan pelaporan
Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang atas
penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak
Rekanan, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pedoman
Pelaksanaan Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak
Penjualan Atas Barang Mewah bagi Pemungut Pajak Pertambahan Nilai dan Pengusaha
Kena Pajak Rekanan.

Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3986);

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa
dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18
Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 128, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3986);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995 tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan,
Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan
dalam rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah Yang Dibiayai dengan Hibah atau Dana
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Pinjaman Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 70)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2001
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 48, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4092);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor
18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 259, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4061) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4199);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 tentang Jenis Barang dan Jasa yang Tidak
Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4062);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 145 Tahun 2000 tentang Kelompok Barang Kena Pajak Yang
Tergolong Mewah yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 261, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4063) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 7 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 12,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4176);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang
Kena Pajak Tertentu dan atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu yang Dibebaskan dari
Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4064);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang
Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak
Pertambahan Nilai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 24,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4083) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4217);

9. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 547/KMK.04/2000 tentang
Penunjukkan Bendaharawan Pemerintah, Badan-Badan Tertentu, dan Instansi Pemerintah
Tertentu untuk Memungut, Menyetor, dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak
Penjualan Atas Barang Mewah;

10. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 548/KMK.04/2000 tentang Tata
Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak
Pertambahan Atas Barang Mewah oleh Bendaharawan Pemerintah sebagai Pemungut
Pajak Pertambahan Nilai;

11. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 549/KMK.04/2000 tentang Tata
Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak
Penjualan Atas Barang Mewah oleh Badan-Badan Tertentu sebagai Pemungut Pajak
Pertambahan Nilai;

12. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 550/KMK.04/2000 tentang Tata
Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak
Penjualan Atas Barang Mewah oleh KPKN sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai;
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13. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 653/KMK.03/2001 tentang Barang-Barang Kebutuhan
Pokok yang Atas Impor Dan Atau Penyerahannya Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan
Nilai;

14. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-549/PJ./2000 tentang Saat Pembuatan,
Bentuk, Ukuran, Pengadaan, Tatacara Penyampaian, dan Tatacara Pembetulan Faktur
Pajak Standar sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor
KEP-323/PJ./2001;

15. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-511/PJ./2001 tentang Bentuk dan Isi SPT
Masa bagi Pemungut Pajak Pertambahan Nilai, Keterangan dan Dokumen Yang Harus
Dilampirkan, serta Buku Petunjuk Pengisiannya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PEDOMAN
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK

PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH BAGI
PEMUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PENGUSAHA KENA PAJAK REKANAN.

Pasal 1
(1) Pedoman Pelaksanaan Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai

dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah bagi Bendaharawan Pemerintah dan Kantor
Perbendaharaan Dan Kas Negara sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai, dan
Pengusaha Kena Pajak Rekanan adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I
Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini.

(2) Pedoman Pelaksanaan Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai
dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah bagi Badan-badan Tertentu sebagai Pemungut
Pajak PertambahanNilai dan Pengusaha Kena Pajak Rekanan adalah sebagaimana
ditetapkan dalam Lampiran II Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini.

Pasal 2
Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Direktur Jenderal
Pajak ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 13 Oktober 2002

DlREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd

HADI POERNOMO
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